SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI PATI,

a. bahwa untuk keselarasan substansi pengaturan dalam

Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, maka perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa . ..



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan . . .



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 81) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 124);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor

137);

9. Peraturan . . .



Menetapkan :

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERANGKAT DESA.

Pasal . ..



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2020 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun

2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 dihapus dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51

(1) dihapus.

(2) Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada Perangkat
Desa yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri,
dengan materi klarifikasi paling sedikit meliputi:

a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
b. memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas dan
kewajiban perangkat desa yang belum terselesaikan.

(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengajukan
berhenti.

2. Ketentuan . . .



2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf ¢, dan huruf d, ayat
(4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52

(1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Keputusan Kepala
Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena
permintaan sendiri kepada Camat, dengan disertai
dokumen pendukung berupa:

a. surat pengantar dari Kepala Desa;

b. surat pernyataan berhenti dari Perangkat Desa;

c. berita acara hasil klarifikasi dalam hal kepala desa
melakukan klarifikasi; dan

d. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa.

(2) Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk
mencocokkan Rancangan Keputusan Kepala Desa dengan
dokumen administrasi pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi terdapat
ketidakcocokan data, maka Camat dapat melakukan
klarifikasi kepada Kepala Desa.

(4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Camat harus menerbitkan
rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterimanya rancangan keputusan kepala desa.

(5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pemberhentian Perangkat Desa dengan mempertimbangkan
rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, dan ayat (2) dihapus, serta
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 53
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9)
diberlakukan terhitung sejak tanggal pengunduran diri.

(2) dihapus.

(3) Bagi Perangkat Desa yang mengajukan pemberhentian atas
permintaan sendiri, maka Hak-haknya sebagai Perangkat
Desa tidak diberikan mulai bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 4 Maret 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 17

Sakirrai sesuai dengan aslinya
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